
Menimbang :

Mengingat

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5240);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan
BUPATI KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, berupa laporan 
keuangan yang m em uat:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan dan laporan kinerja 
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp 2.043.460.305.969,00
b. Belanja Rp 2.066.494.748.105,00

Surplus/(Defisit) (Rp 23.034.442.136,00)
c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp 224.047.922.895,00
2. Pengeluaran Rp 14.050.423.800,00
Pembiayaan Netto Rp 209.997.499.095,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp 186.963.056.959,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

(Rp45.430.497.416,00), dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp 2.088.890.803.385,00
2. Realisasi Rp 2.043.460.305.969,00

Selisih lebih/(kurang) (Rp 45.430.497.416,00)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
(Rp232.156.029.375,00), dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja

setelah perubahan Rp 2.298.650.777.480,00
2. Realisasi Rp_ 2.066.494.748.105,00

Selisih lebih/(kurang) (Rp 232.156.029.375,00)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
(Rp 186.725.531.959,00) dengan rincian sebagai be riku t:
1. Defisit setelah perubahan (Rp 209.759.974.095,00)
2. Realisasi (Bel 23.034.442.136,00)
Selisih lebih/ (kurang) Rp 186.725.531.959,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp237.525.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 223.810.397.895,00
2. Realisasi Rp_ 224.047.922.895.00

Selisih lebih/(kurang) Rp 237.525.000,00



e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 14.050.423.800,00
2. Realisasi Rp 14.050.423.800,00

Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp237.525.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 209.759.974.095,00
2. Realisasi Rp. 209.997.499.095,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 237.525.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2017
sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SAL sebagai

Rp 223.810.397.895,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun 
Berjalan Rp 223.810.397.895,00

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 186.963.056.959,00

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 186.963.056.959,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,
per 31 Desember 2017 sebagai berikut :
a. Jum lah aset Rp 2.916.448.445.711,43
b. Jum lah kewajiban Rp 10.354.656.976,33
c. Jum lah ekuitas Rp 2.906.093.788.735,10

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2017 sebagai berikut :
a. Pendapatan-LO Rp 1.933.643.322.857,26
b. Beban Rp 1.847.518.921.033,56
c. Surplus defisit-LO Rp 87.938.279.777.81



Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal
b. Surplus deflsit-LO
c. Koreksi Nilai Persediaan
d. Koreksi Piutang
e. Koreksi Penyisihan Piutang
f. Koreksi Aset Tetap
g. Koreksi Akumulasi Penyusutan 

Aset Tetap
h. Koreksi Aset Lainnya
i. Koreksi Dana BOS Reguler
j. Ekuitas Akhir

Rp 2.777.600.606.632,01
Rp 87.938.279.777.81
Rp 495.309.585,00
Rp 55.994.800,00
Rp 44.129.936.767,28
(Rp 3.882.380.708,85)

(Rp 232.133.980,50)
(Rp 4.148.437,65)
(Rp 7.675.700,00)
Rp 2.906.093.788.735,10

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2017 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per

1 Januari tahun 2017 Rp 223.939.810.988,00
b. Arus kas bersih dari

aktivitas operasi Rp 248.799.146.715,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas 

investasi aset non-keuangan 
c. Arus kas bersih dari

(Rp 271.851.439.801,00)

aktivitas pembiayaan (Rp 13.812.898.800,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas

non anggaran Rp 9.647.908.937,00
f. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 17.850.950,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran
h. Saldo kas akhir

Rp 67.307.995,00

per 31 Desember 2017 Rp 187.030.364.954,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran, yang terdiri dari :
a. Lampiran I 

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI
l. Lampiran XII

k. Lampiran XIII
l. Lampiran XIV

m. Lampiran XV
n. Lampiran XVI
o. Lampiran XVII
p. Lampiran XVIII
q. Lampiran XIX

Laporan realisasi anggaran;
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, program, dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas laporan keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 
tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 
penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan 
dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap;
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 
pengerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2), terdiri dari :

a. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

b. Lampiran XXI : Laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.



Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai rincian lebih lanjut 
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 6 Juli 2018 

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 12 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 14 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KAJIANGANYAR 
Kepala Bagian Hukum JY ''

ZULF̂ IKAI 
NIP. 19750311

4ADIDH 
ljp9903 1 009


